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ABSTRAK

_ Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berjudul “Analisis Figh
Siyasah Terhadap Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang bertujuan menjawab dua rumusan masalah sebagai
berikut yaitu: bagaimana Analisis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada
masa pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 serta
bagaimana Analisis Figh Siyasah Terhadap Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pada Masa Pandemi Covid-19.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode deskriptif analisis dengan
pola pikir deduktif, yaitu data yang disusun secara runtut sehingga menjadi data yang
konkret menganai proses pelaksanaan Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19.

Penilitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penundaan terhadap tahap-tahap pelaksanaan pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dengan alasan bencana
nonalam yang mengakibatkan Sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak
tidak dapat dilaksanakan. Hal itu akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.
Dalam prespektif Figh Siyasah masuk dalam kategori Siyasah Dusturiyah dengan ide
Ahl al-Halli wa al-Aqdi yang mana KPU sebagai Lembaga independent dalam
menjalankan tugasnya dan konsep Wilayah al-Hisbah yang mana Bawaslu bertugas
mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dengan
adanya fenomena bencana non alam pandemi Covid-19 banyak tahapan pelaksanaan
pilkada serentak 2020 yang mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran protokol
Kesehatan oleh pasangan calon dan hal tersebut telah diatur dalam PKPU Nomor 6
Tahun 2020, PKPU Nomor 10 Tahun 2020, dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, maka dari
banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada
serentak 2020 pada masa pandemic Covid-19 kenyataan yang ada dilapangan
bertentangan dengan yang banyak terjadi pelanggaran protokol Kesehatan seperti
kampanye yang membawa massa banyak, tidak melakukan social distancing melibatkan
usia rentan, ibu hamil, dan anak di bawah umur, serta tidak taat menggunakan alat
pelindung diri seperti masker, dan face shield yang dapat mengakibatkan klaster baru
penyebaran Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian di atas apabila Pilkada tetap dilaksanakan di tengah
pandemi Covid-19 maka pemerintah harus melakukan pengawasa protokol Kesehatan
secara ketat dan maksimal agar Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tetap menjalankan
amanat konstitusi yaitu dilaksanakan secara luber jurdil.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesi adalah sebuah Negara yang
memberikan jamina konstitusional bagi asas kedaulatan rakyat. Hal tersebut
telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’. Salah satu wujud asas
kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Serentak.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan
yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung
jawab. Selain itu, pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara
langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam demokratisasi
lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan antar tingkat pemerintahan

secara vertikal.!

! Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pretasi Pustaka Publisher, 2006), 51.



Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah bentuk
kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi momentum politik besar
untuk menuju demokratisasi. Momen seperti inilah salah satu tujuan
reformasi yang dapat mewujudkan Indonesia lebih demokratis yang hanya
bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya adalah menjadi sarana bagi rakyat untuk
memilih pemimpin yang terbaik bagi rakyat dan daerahnya. Harapannya
melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan lahir pemimpin daerah yang
mampu memenuhi ekspetasi rakyat secara mayoritas mempercepat ekonomi
daerah, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kedaulatan rakyat secara
bermartabat. Ekspetasi rakyat juga menuntut perubahan besar yang terwujud
dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.?

Penggunaan asas luber jurdil sebagai asas Pemilihan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah merupakan konsekuensi logis dari pelaksanaan
pemilihan Kepala Daerah secara demokratis sebagaimana tercantum dalam
pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengemukakan bahwa
dalam menjabarkan maksud “dipilih secara demokrstis” dalam Undang-
Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (4) pembuat undang-

undang telah memilih cara pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka

21dil Akbar, “Pilkada Serentak dan Geliat Dinamika Politik dan Pemerintahan Lokal Indonesia”, Jurnal
Iimu Pemerintahan, Vol. 2 No. 1, (April, 2016),100.



sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum
harus tercermin dalam penyelenggaraan Kepala Daerah secara langsung yaitu
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil).’

Dengan demikian asas luber dan jurdil dalam pemilihan umum
dipergunakan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
karena Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sendiri dilakukan
secara demokratis yang salah satu bentuknya dengan cara dipilih langsung
oleh rakyat.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia pertama
kali dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan
mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan,
pilkada melalui DPRD, dan pilkada yang dipilih secara langsung.*pelaksanaan
pemilihan umum dengan sistem penunjukan diselenggarakan pada tahun
1955. Rangkaian pemilihan umum selanjutnya baru Kembali dilaksanakan
pada masa Orde Baru yaitu Pada Tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan
1997.5 Pada tahun 2004 Indonesia Kembali melaksanakan pemilihan umum
yang pertama kalinya rakyat memilih secara langsung sejak berlakunya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Oleh

3 Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pretasi Pustaka Publisher, 2006),58.

4 Joko, Prihatmoko, Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia,
(Semarang: Pustaka Pelajar,2005), 37.

5 Tjahjo Kumolo, Pilitik Hukum Pilkada Serentak, (Jakarta: PT. Mizan Republika, 2015),76.



karena itu, pada tahun selanjutnya Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan
secara langsung, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.
Ketentuan mengenai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah
telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dengan adanya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka sistem yang
digunakan dalam Undang-Undang tersebut adanya peran langsung
masyarakat dalam menentukan pemimpin daerahnya, sehingga sistem
tersebut dianggap sangat ideal karena dinilai mengandung nilai demokrasi.
Dalam kondisi saat ini, World Health Organization (WHO),
menetapkan wabah Covid-19 menjadi pandemi global. Peningkatan status
tersebut diumumkan langsung oleh Direktur Jenderal WHO Tedros
Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada 11 Maret 2020. penetapan status pandemi
ini, WHO meminta seluruh negara meningkatkan respon darurat terhadap
Covid-19.” Karena kondisi pandemi saat ini tidak hanya mempengaruhi pada
aspek Kesehatan saja, melainkan dapat mempengaruhi pada kehidupan sosial
masyarakat, perekonomian, hingga pemerintahan. Beberapa negara telah

melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Agenda Internasional

® Ibid,80.

7 Laura Elvina,“WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global”, dalam
https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-
global?page=2, diakses pada , 25 Oktober 2020.


https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=2
https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global?page=2

ataupun nasional juga ikut terdampak dari adanya Covid-19. Seperti agenda
kenegaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang juga terpaksa harus ditunda.
Berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Indonesia
memilih untuk menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada). Pada mulanya Indonesia berencana melaksanakan pemilihan kepala
daerah serentak pada tanggal 23 September 2020 yang lalu. Karena pandemi
Covid-19 yang melanda diberbagai belahan dunia dan juga Indonesia
berdampak pada penghentian tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) serentak dan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) yang diagendakan kembali pada 9 Desember 2020 berdasarkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang tanggal 4 Mei 2020 pasal 201 A ayat (1). Keputusan
pemerintah tersebut menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat, pakar
hukum tata negara, dan para pakar akademisi. Penjadwalan ulang Pelaksanaan
Pilkada serentak pada bulan Desembwr dinilai tidak realistis. Karena pada
faktanya, sampai sekarang kasus positif Covid-19 masih terus meningkat,
belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilaksanakan ditengah pandemi



Covid-19 dalam kondisi new normal (normal baru) membuat masyarakat
harus beradaptasi dengan keadaan, termasuk ketika hendak melaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 Pasal 120 yang menyatakan bahwa faktor bencana non-alam yang dapat
dijadikan sebab tertundanya serangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala
Daerah serentak; Pasal 122 A terkait penetapan serta penundaan pelaksanaan
pemilihan serentak lanjutan atas persetujuan Bersama oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Daerah; berdasarkan pasal
201A pemungutan suara serentak yang mulanya diagendakan pada bulan
September 2020 ditangguhkan dan dilaksanakan pada bulan Desember 2020
akibat adanya bencana non-alam, bilamana pada bulan Desember 2020
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum dapat dilaksanakan,
dapat ditangguhkan Kembali sesuai dengan tetentuan pasaa 122A. namun,
kondisi kasus pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi membuat
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak berada diposisi
ketidakpastian.

selama pandemi saat ini, demokrasi tetap harus dijalankan, namun
dengan mematuhi dan menjaga protokol kesehatan serta menjaga hak
Kesehatan masyarakat. Hak Kesehatan dalam hal ini merupakan Hak Asasi

Manusia yang telah tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999



Pasal 28A yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya”.® Seperti yang kita ketahui bahwa
peran serta pemerintah belum maksimal dalam menangani Kesehatan rakyat
terutama masalah penanganan kasus positif Covid-19 yang masih terus
meningkat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga
memberikan jaminan bahwa kekuasaan negara harus dilaksanakan dengan
cara-cara yang tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Bahkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia 1945 membebankan kepada negara,
terutama pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan
memenuhi HAM setiap warga negara.” Negara berkewajiban untk melakukan
pemenuhan HAM terhadap masyarakat, oleh sebab itunegara tidak boleh lalai
dan mengabaikan Hak atas Kesehatan hanya demi berjalannya kontentasi
politik dalam Pemilihan Kepala Daerah .'°

Alasan kenapa pemerintah tetap melaksanakan Pemilihan Kepala
Daerah selama Pandemi Covid-19 adalah untuk menjamin hak konstitusional
masyarakat untuk memilih dan dipilih. Dan juga tidak ada pihak manapun
yang bisa memberi kepastian kapan Covid-19 akan berakhir. Karena ada

pengaruhnya terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah. Secara khusus

8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
° Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 I ayat 4.

10 Richaard Kennedy, “Diskursur Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa
Pandemi Covid-197, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Studi Magister llmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020, 199.



dan upaya penanganan Covid-19. Pengendalian pembangunan atau
pemerintahan di daerah apalagi dengan situasi sekarang ini dibutuhkan kepala
daerah yang punya kekuatan penuh, legitimasi kuat menangani wabah ini.
Karena meskipun pemimpin daerah yang sudah habis masa jabatannya bisa
digantikan oleh pejabat pelaksana harian (plh) atau pelaksana tugas (Plt),
namun dinilai tidak akan berjalan dengan optimal, dan bisa cenderung
menimbulkan masalah yang lain.

Namun, dari berbagai rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) tidak terbatas pada persoalan pemungutan suara saja, mulai dari
pendaftaran pasangan calon, verifikasi data lapangan, kampanye, dan lain-
lain yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan masa. Seperti yang
terjadi dilapangan dimana pada tahapan kampanye Pemilihan Kepala Daerah
Kota Surabaya ternyata banyak menimbulkan masalah. Hal tersebut
berdasarkan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Panitia
Pengawas Pemilu (Panwascam). Panwascam sudah belasan kali melayangkan
teguran ke pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Teguran tersebut
diberikan karena dianggap melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) tahun 2020. Total ada 12 teguran kepada dua pasangan calon karena
melakukan kampanye tidak sesuai dengan aturan yang ada. Teguran tersebut
dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pelanggaran tersebut seperti

melibatkan anak dibawah umur saat kampanye, dan adanya pertunjukan



musik saat kampanye yang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2020 sudah dilarang.!" Dan juga masih banyak pelanggaran
protokol Kesehatan seperti yang dikutip pada berita CNN Indonesia, Badan
Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ada peningkatan pelanggaaran
protokol Kesehatan terkait Covid-19 hingga dua kali lipat seiring
bertambahnya jumlah pelaksanaan kampanye tatap muka.'?

Dalam sebuah organisasi, sistem pengawasan memegang peran penting
untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandate,
visi, misi, tujuan, serta target organisasi. Pengawasan merupakan fungsi
manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan
pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan
di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu
rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang
baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau

bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.'3

11 Thsanuddin, “Ini Sederet Kebijakan Kontroversial Jokowi Selama Pandemi Covid-19”, dalam
https://nasional. kompas.com/read/2020/10/06/05332291/ini-sederet-kebijakan-kontroversial-jokowi-
selama-pandemi-covid-19, diakses pada 25 Oktober 2020.

12

Farida,“Kasus Corona Meningkat Seiring Kampanye Langsung Pilkada 2020, dalam

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201017210618-32-559636/kasus-corona-meningkat-
seiring-kampanye-langsung-pilkada-2020, diakses pada, 27 Oktober 2020.

13 Titik Triwulan Tutik, Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2011),446.


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201017210618-32-559636/kasus-corona-meningkat-seiring-kampanye-langsung-pilkada-2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201017210618-32-559636/kasus-corona-meningkat-seiring-kampanye-langsung-pilkada-2020
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Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 saat merebaknya wabah
pandemi Covid-19 yang belum maksimal tetap dilaksanakan yang berpotensi
mengabaikan dan melanggar hak-hak masyarakat atas Kesehatan dan hak atas
hidup yang seharusnya dijamin oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang telah memberikan jaminan adanya kemungkinan
ditundanya pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Maksud Pasal 120 (1)
berbunyi:

“dalam hal pada Sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah
Pemilihan, Sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi
kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau
gangguan lainnya yang mengakibatkan Sebagian tahapan
penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak tidak dapat
dilaksanakan, dilakukan Pemilihan Lanjutan atau Pemilihan serentak
lanjutan.”'#

Dikutip dari SerambiNews, pernyataan sikap menolak disampaikan

oleh salah satu pimpinan Lembaga DPR RI Teras Narang, penolakan tegas

yang disampaikannya merupakan suatu pandangan yang rasional, dengan

14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
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acuan dan fakta yang ada dilapangan sebagai pertimbangan kasus positif
Covid-19 yang masih terus mengalami pertambahan yang tak terkendali,
sehingga tingkat kekhawatiran pada masyarakat pun ikut meningkat.
Bagaimana pun juga, kemaslahatan orang banyak adalah prioritas paling
utama yang harus dikuatkan oleh pemerintah dalam suatu negara.'>

Dalam konteks figh siyasah hubungannya dengan tata negara,
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebabnya, Islam
membutuhkan sebuah negara yang menjadi alat untuk mengatur kehidupan
sosial kemasyarakatan. Pertalian agama dan negara, pada dasarnya telah
didukung oleh fakta-fakta sejarah Islam, sejak pertama Nabi Muhammad saw.
Mendirikan negara Madinah dan sepeninggal beliau dilanjutkan oleh
pemerintahan Khulafa’ al-Rasyidin. Dalam sejarah diketahui bahwa
persoalan yang pertama-tama muncul adalah dalam bidang politik. Dari
kondisi inilah pada dasarnya muncul istilah khalifah, yakni sebuah jabatan
pengganti Rasulullah saw. Dalam meneruskan jalannya sistem pemerintahan
negara, juga dalam hal keagamaan. Keempat sahabat nabi saw. Yang
menggantikan beliau itu yang kemudian disebut dengan Khulafa’ al-

Rasyidin.'®

15 Eda, F.W, “Komite I DPD Kembali Tolak Pilkada Serentak 9 Desember 2020”, dalam
https://aceh.tribunnews.com/2020/06/10/komite-i-dpd-kembali-tolak-pilkada-serent ak-9-desember-
2020-ini-alasannya, diakses pada, 25 Oktober 2020.

16 Hamzah, “Pemilihan Umum Kepala Daaerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Prespektif
Hukum Islam”, (Disertasi—Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2013),147.
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Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam Islam,

terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda-beda polanya. Seperti

halnya Nabi Muhammad saw. menjadi pemimpin melalui kesepakatan yang

alami. Hal ini berbeda pada masa setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada

masa Khulafa’ Al-Rasyidin. Pada masa ini mekanisme pemilihan atau

pengangkatan pemimpin dilakukan melalui beberapa cara:

1.

Pada masa Abu Bakar, pengangkatannya sebagai Khalifah (pemimpin)
dilakukan melalui mekanisme pengangkatan langsung dan pembai’atan,
dengan berlandaskan kesepakatan akan keutamaan beliau.

Pada masa Umar Bin Khattab, pengangkatan sebagai Khalifah
(pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh Abu
Bakar ra, tetapi terlebih dahulu dilakukan pertimbangan dan musyawarah

akan calon khalifah yang akan diberikan wasiat.

. Pada masa Ustman bin Affan, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin)

dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan
atau Dewan Perwakilan yang terdiri dari 6 (enam) anggota yang
ditetapkan oleh khalifah Umar, yang memilih calon khalifah.

Pada Masa Ali bin Abi Thalib, pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin)

dilakukan  melalui mekanisme pembai’atan  karena  revolusi
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(pemberontakan bersenjata), hal ini dilakukan jika telah memenuhi
syarat-syarat tertentu. !’
Adapun ayat Al-Qur’an yang dapat digunakan dalam Pemilihan Kepala

Daerah terdapat dalam QS. An-Nisaa’ Ayat 58:

\,As;..u\wu\uuﬁ&mj@\‘;\m‘y\ \,gyu\esfuwu\‘

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum
di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”!® (QS. An-Nisaa’ ayat 58)

Bunyi ayat diatas dapat dipahami, pemerintah agar menyampaikan amanat
kepada yang berhak (masyaakat). Dalam hal ini, agar pemerintah membuat
suatu penetapan hukum yang memihak kepada masyarakat agar masyarakat
dapat percaya kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Juga terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 243 yang menjelaskan
menghindari wabah penyakit:

5
&

5550 & rddw%ﬂ 5> u‘e r@éeoeb%;%éj‘ ]
G553 Y L A S wu\gc&m) & Sﬁ;

oy

17 R. Tony Prayogo, “Konsep Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Dalam Prespektif Islam”, Jurnal
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Vol. 12, No 1, (Maret,
2015),18.

18 Q.S. An-Nisaa’ ayat 58.
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“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang ke luar dari
kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena
takut mati; maka Allah berfirman kepada mereka: "Matilah kamu", kemudian
Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia
terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur”® (QS. Al-
Bagarah ayat 243)

Dapat dipahami bahwa ayat diatas menjelaskan kepada masyarakat
untuk tidak keluar rumah saaat wabah penyakit menular (social distancing).
Dengan social distancing dapat diharapkan untuk meredam dan menutup jalur
penularan wabah Pandemi Covid-19 sesuai anjuran dari Rasulullah saw.
dengan adanya wabah pandemi Covid-19 dan bertepatan dengan
diselenggarakannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, oleh karena itu
pemerintah harus memastikan protokol Kesehatan Covid-19 dijalankan
secara ketat ketika pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah untuk menjamin
Kesehatan masyarakat agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran
Covid-19.

Banyak pemuka agama seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
(PBNU) dan PP Muhammadiyah. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan PP

Muhammadiyah mengusulkan agar Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020

ditunda seiring Pandemi Covid-19 yang belum berakhir. Pasalnya, jumlah

19 QS. Al-Bagarah ayat 243.
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positif Covid-19 semakin melonjak dan angka ini diprediksi akan terus
melonjak hingga akhir tahun.?°

Dengan demikian Pemilihan Kepala Daerah dn juga Wakil Kepala
Daerah selama Pandemi Covid-19 dari tahapan maupun prosedur yang belum
maksimal banyak menimbulkan permasalahan seperti: banyak pasangan calon
yang melanggar protokol Kesehatan, beberapa daerah masih berada di zona
merah, adanya kampanye yang membawa massa banyak yang berakibat pada
kerugian orang yang terpapar Covid-19 yang akan menimbulkan klaster baru
penyebaran Covid-19, yang memungkinkan masyarakat kehilangan hak asasi
untuk bertahan hidup.

Jika melihat kondisi saat ini tingkat kasus positif Covid-19 yang
semakin hari terus meningkat, atas berjalannya Undang-Undang Nomor 6
Tshun 2020 dalam rangka pengedalian penyebaran Covid-19 sangat teapt
dilakukan penundaan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakilgubernur,
bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. Virus Deasese
2019 (Covid-19) ini adalah bencana nasioanal yang sangat diperlukan

kebijakan serta Tindakan khusus yang harus dilakukan.

20 Lukas,”Jokowi dan Kegeraman NU-Muhammadiyah Soal Tunda Pilkada 20207, dalam
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200922124809-4-549367/jokowi-dan-kegeraman-nu-
muhammadiyah-soal-tunda-pilkada-2020, diakses pada, 07 November 2020.


https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200922124809-4-549367/jokowi-dan-kegeraman-nu-muhammadiyah-soal-tunda-pilkada-2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200922124809-4-549367/jokowi-dan-kegeraman-nu-muhammadiyah-soal-tunda-pilkada-2020
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk
mengkaji masalah tersebut sebagai objek penelitian dalam skripsi ini. Oleh
karena itu, agar pembahasan skripsi ini dapat lebih lengkap, penulis membuat
judul penelitian, “Analisis Figh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, ada beberapa masalah

yang berhasil diidentifikasi, antara lain sebagai berikut:

1. Ada beberapa pasangan calon Pilkada yang melanggar protokol
Kesehatan Covid-19 saat kampanye

2. ada beberapa daerah yang masih dalam zona merah Covid-19

3. adanya kampanye yang membawa masa banyak yang berakibat pada
kerugian orang yang terpapar Covid-19 yang akan menimbulkan klaster
baru penyebaran Covid-19

4. masyarakat telah kehilangan hak asasi untuk bertahan hidup dan

mempertahankan kehidupannya.

C. Batasan Masalah
Dari Identifikasi Masalah di atas, bahwa penulis membatasi masalah

tersebut sebagai berikut:
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1. Proses Pilkada Serentak Pada masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020.
2. Analisis Figh Siyasah Terhadap Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi

Covid-19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah,
maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:
1. Bagaimana Analisis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Pada
Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20207
2. Bagaimana Analisis Figh Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 20207

E. Kajian Pustaka
Kajian Pustaka merupakan uraian singkat atau penelitian yang pernah

dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlintas jelas bahwa
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kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikat dari
kajian atau penelitian tersebut.?!

Kajian pustaka ini dilakukan untuk mendeskripsikan beberapa
penelitian sebelumnya dengan tujuan penelitian yang sama yaitu membahas
masalah terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) ditengah
pandemi Covid-19. Antara lain:

1. “Tahapan Pemilu 2019 di Tengah Ancaman Bencana Alam: Studi Kasus
Erupsi Gunung Agung’. Jurnal ini ditulis oleh Kadek Dwita Apriani dan
Ni Made Ras Amanda Gelgel Program Doktor Ilmu Politik FISIP
Universitas Indonesia dan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP
Universitas Udayana. Jurnal ini membahas tentang tahapan pemilu yang
terhambat oleh bencama alam yaitu ancaman berupa erupsi gunung agung
di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Karena bencana alam
iniditakutkan akan hilang hak demokrasi akibat bencana.?? Sedangkan
skripsi ini membahas tentang Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi
Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

2. “Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah

Pada Masa Pandemi Covid-19”. Jurnal ini ditulis oleh Saejan, Kemal Al

21 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya:
UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

22 Kadek Dwita Apriani dan Ni Made Ras Amanda Gelgel, Tahapan Pemilu 2019 di Tengah Ancaman
Bencana Alam: Studi Kasus Erupsi Gunung Agung, Jurnal Bali Membangun Bali, Volume 1 No 1,
(April 2020), 6.
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Kindi Mulya dan Siti Chadijah Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
Jurnal ini membahas tentang Problematika serta Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19.% Sedangkan
skripsi ini membahas tentang Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi
Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

“Konflik Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pematangsiantar 2015-2016) Tesis ini ditulis oleh Khairunnisa Lubis.
Program Studi [lmu Politik Fakultas I[lmu Sosial [Imu Politik Universitas
Padjajaran. Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah yang terjadi sengketa pencalonan yang berkepanjangan
dan berujung pada penundaan Pemilihan Kepala Daerah terlama, yaitu
hingga 11 bulan di Pematangsiantar. Adanya konflik politik dalam
Pemilihan Kepala Daerah yaitu ditandai dengan adanya keberpihakan
penyelenggara terhadap salah satu pasangan calon walikota dan wakil

walikota Pematangsiantar pada tahun 2015.2* Sedangkan skripsi ini

2 Sarjan, Kemal Aal Kindi Mulya, Siti Chadijah, Problematika Dan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Daerah Pasa Masa Pandemi Covid-19. Jumal limu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pamulang, Vol.3, No 1, (Agustus 2020), 61.

24 Khairunnisa Lubis, “Konflik Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (studi pada
penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2015-2016)”, (Tesis --
Universitas Padjajaran, 2017), 38.
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membahas tentang Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

F. Tujuan Penelitian
Tujuan dari Penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020.
2. Untuk mengetahui analisis Figh Siyvasah Terhadap Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Serentak Pasa Masa Pandemi Covid-19 Menurut

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

G. Kegunaan Hasil Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu
memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan
Hukum Tata Negara khususnya tentang:

a. Proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi Covid-

19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
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b. Analisis Figh Siyasah terhadap Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020.

2. Kegunaan Praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan atau kontribusi dari pengetahuan dan gagasan yang relevan
terkait Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menurut Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) Pada Masa Pandemi Covid-19.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapat gambaran yang jelas untuk menghindari terjadi
kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis
memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini
bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas.
Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata

kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:
1. Figh Siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk
pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum,

peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang
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sejalan dengan dasar-dasar ajaran islam yang menciptakan kemaslahatan
umat.?>

Pemilihan Kepala Derah (Pilkada) adalah Pemilihan Kepala Daerah
(Gubernur, Bupati, dan Walikota) merupakan konsekuensi pembagian
wilayah Indonesia ke dalam wilayah daerah sebagaimana yang diatur
dalam Pasal 18 ayat (1) UUDNKRI 1945. Pemilihan Kepala Daerah yang
dikenal saat ini yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.?®

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya koronavirus 2019
diseluruh dunia. Penyakit yang disebabkan oleh corona virus jenis baru

yang diberi nama SARS-CoV-2. Organisasi Kesehatan Dunia ( World

Health Organization) secara resmi menyatakan Covid-19 sebagai pandemi.

25 Muhammad Iqball, Figh Sivasah: Kontektualisasi Doktriin Politikk Islam, (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 2011), 4.

26 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota
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I. Metode Penelitian
Penelitian tentang Analisis Figh Siyasah Terhadap Pilkada Serentak
Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020, penelitian ini bersifat normatif. Kajian hukum diperoleh dari study
kepustakaan, serta berusaha utuk menganalisis sbuah persoalan hukum dngn
peraturan perundang-undangan, literatur-literatur (kepustakaan) dan bahan-
bahan lainnya yan g bersangkutan.?’
Tahap-tahapan antara lain:
1. Data yang dikumpulkan:
a. Data yang mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pilkada Saat Pandemi Covid-19.
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 Tentang Pilkada Serentak 2020.

Figh Siyasah yang Mencakup Siyasah Dusturiyah

e

d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Asasi
Manusia.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian

27 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum dan Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 24.
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kepustakaan atau berbagai dokumen terhadap berbagai literatur atau bahan
pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.?® Sebagai
berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari
ketentuan dasar perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan
pengadilan yang meliputi:

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan
Kepala Daerah

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pilkada
Saat Pandemi Covid-19

6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 Tentang Pilkada Serentak 2020.

28 Mukti Fajar dan Yukianto A, Dualisme Penelitian Hukum-Normatit dan Empiriss (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2015), 34.
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7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 jo
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
Tentang Pedoman Pilkada

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber yang diperoleh untuk
memperkuat data yang diperoleh dari bahan hukum primer yaitu,
buku-buku, makalah, jurnal, akses internet yang berkaitan dengan
penelitian ini.?

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berasal dari Kamus
Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar, jurnal,
majalah, maupun artikel.*°

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka

diambil dari sumber (buku, undang-undang, artikel, jurnal, surat kabar, dan

internet). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian kepustakaan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan

29 Dimas Iman Wahyu Sejati, “Tinjauan Figh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019),19.

2 Ibid.

30 Dimas Iman Wahyu Sejati, “Tinjauan Figh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019),19.
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cara membaca, merangkum, menganalisis dan mencatat hal-hal yang
berhubungan dengan penelitian ini.?!
4. Teknik Penyajian Data.

Teknik penyajian data yang digunakan adalah Teknik deksriptif.
Teknik penyajian data dekskriptif adalah pencarian fakta dengan
interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif,
gambaran secara sistematis, dan akurat mengenai fakta karakteristik dan
hubungan fenomena yang diteliti.>?

5. Teknik Analisis Data.

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan
dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan hasil analisis itu,
kemudian disusunlah suatu kesimpulan dan rekomendasi atau saran yang
dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membenahi persoalan yang

diteliti.??

J. Sistematika Pembahasan
Agar pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah untuk

dipahami, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

31 Tbid.
32 Mohammad Nadzir, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

3 Dimas Iman Wahyu Sejati, “Tinjauan Figh Siyasah dan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung
Nomor 74/P/HUM/2018 Tentang Penghapusan Batas Usia Bagi Guru Honorer Dalam Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019),20.
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Bab I Pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi:
latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian Pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori Figh Siyasahyang meliputi
Konsep, Ruang Lingkup, Siyasah Dusturiyah, Ide Ah 1 Al-Ha Illi W a Al-A qdi
berdasarkan Fgh Siyasah, Teori Lembaga Pengawas dalam Islam.

Bab III Data Penelitian, memuat Data Penjelasan Penelitian tentang
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ditengah Wabah Covid-19

Bab IV Analisis Data, memuat Pembahasan Analisis Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ditengah Wabah Covid-19.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan
kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan

masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Diakhiri dengan penyampaian saran.



BABII

KONSEP PEMILIHAN PEMIMPIN BERDASARKAN FIQH SIYASAH

DUSTURIYAH

A. Teori Figh Siyasah
1. Pengertian Figh Siyasah

Kata figh (fikih) menurut bahasa yaitu pemahaman serta penafsiran
terhadap tuturan dan tingkah laku umat. Berdasarkan pendapat para ulama
syara’, figh yaitu pengetahuan yg berhubungan beserta hukum dari dalil-
dalilnya yag tafsil/ (detail, hukum tertentu yang dipetik dari Al-Qur’an dan
Sunnah).!

Kata siyasah adalah sifat Masdar dari sasa, yasusu yang berarti
mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. sebutan
sasamempunyai persamaan serta kta dabbarayang memiliki arti mengatur,
memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.> menurut etimologi,
siyasah adalah sifat Masdar sasa yasusu yaitu memiliki arti mengatu,
mengurus, memelihara, serta mengurus. Dalam bukunya figh siyasah yang
ditulis oleh J. Suyuti Pulungan ia memberikan pandangan bahwa Figh

Siyasah maupun Siyasah Syar’iyyah yaitu pengetahuan yng mendalami

'J. Suyuti Pulungan, Figh Siyasah : Ajaran Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
1994),21-22.

2 Imam Amrusi Jailani, et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Press, 2011),6-7.

27
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segala sesuatu bersangkutan atas pengaturan perkara manusia serta negara
dengan seluruh tatanan hukum, regulasi serta kebijakan yag dirumuskan
bagi seseorang yang memegang kewenangan untuk mewujudkan
kepentingan umat yang sejalan dengan ruh ajaran dan kemaslahatan umat.3

Dengan begitu bisa disimpulkan bahwa figh siyasah yaitu suatu
pikiran yang berperan untuk mengendalikan hukum ketatanegaraan dalam
bangsa dan negara yang dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan dan
mencegah dari kemudharatan.*
Figh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyyah adalah bagian dari siyasah yang membahas
masalah legislasi nasional. Ketika membahas sivasah dusturiyah akan
membahas dua pilar penting yaitu konstitusi (undang-undang dasar negara
berikut sejarah lahirnya hukum), perundang-undangan bagaimana
merumuskan peraturan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan
syura dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan suatu negara serta
ummah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan.’

Permasalahan dalam figh siyasah dusturiyyah erat hubungannya

dengan pemimpin atau penguasa dengan rakyat dan juga Lembaga yang

3 Ibid, 26.

4 Imam Amrusi Jailani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), him,7.

> Ibid., 153.
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ada di masyarakat.S Oleh karena itu, di dalam figh siyasah dusturiyah
biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan
yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan
prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya.”

Seiring berjalannya zaman konsep-konsep harus melihat dari sisi
kondisinya terlebih dahulu, karena hal-hal yang sifatnya teknis ada
kemungkinan telah banyak berubah dikarenakan kemajuan teknologi yang

pesat dan pengaruh lingkungan agar sesuai dengan kaidah.

B. Konsep Ahl Al-Halli Wa Al-Aqdiberdasarkan Figh Siyasah
1. Pengertian AAl al-Halli Wa al-Aqdi
Menurut Bahasa ahl/ al-halli wa al-aqdi terdiri dari tiga kata yakni;
Ahlul, yang artinya orang yang mempunyai hak. Halli, berarti melepas,
menyelaraskan, menyelesaikan. Agdi, yang bermakna menggabungkan,
serta dapat melakukan perundingan, menegakkan. Ulama figh siyasah
secara hukum mendefinisikan ah/ al-halli wa al-aqdi seperti umat yaang

memegang kekuatan selama mengambil (keputusan) serta memutuskan

6 Djazuli, Figh Siyasah...,47.
7 Dazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta:
Kencana, 2004), 47.
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atas nama warganegara.® oleh karena itu, ah/ al-halli wa al-aqdi yakni
badan perwakilan yang menampung serta menyampaikan tuntutan
maupun aspirasi publik. Abu A’la al-Maududi menyebut bahwa ah/ al-
halli wa al-aqdi adalah badan perantara serta memberikan fstwa, serta
disebut selaku badan legislative.’

pangkal di dalam perkara Ini yaitu meskipun masyarakat ygberhak di
dalam menentukan kepala pemerintahan, selama ahl al-halli wa al-aqdi
mewakilkan mereks, sedikit total dri masyarakat, namun mempunyai
kapasitas sepanjang mengemban kewajiban menetapkan kepala
pemerintahan.'® Al-Mawardi menyebut menggunakan sebutan ahl al-
ikhtiyar,'! Ibnu Taimiyah menyebut menggunakan sebutan ah/ al-
syawkah, serta menyebut menggunakan sebutan ah/ al-syura, ahl al-
fjtihad sampai ulil amri.

sebab pembeda kata tersebut ada lantaran mengetahui fungsi Lembaga
ahl al-halli wa al-agdi yang mempunyai wewenang untuk menunjuk
khalifah, menentukan peraturan, melangsungkan rapat serta memantau

khalifah selain itu merujuk atas pemahaman “sekelompok anggota

8 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Prenada Media Goup,2014),

137.

® Ab A’la Al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Poltik Islam, (Bandung: Mizan, 1905), 245.
10 Fari Abdl Khliq, Fikih Plitik Islam, (Jkarta: Sinr Grfika Offset, 2095), 78.

' A. Dazuli, Fih Sivasah “Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah”, (Jakara:
Kencana Prenada Media Group, 2093), 76.
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masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan
kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup
mereka”.!? Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab kata yang kian
terkenal ahl al-halli wa al-aqdiialah ahl al-syura, apabila badan ah/ al-halli
wa al-aqgdi melangsungkan rapat menjelang menunjuk pemimpin
(Khalifah), mereka perlu mengamati data diri, orang-orang yang
mempunyai standar jiwa pemimpin, lantas mereka menentukan mana
yang memilih banyak kelebihan, syarat yang menyeluruh, ditaati oleh
rakyat, serta mereka tidak keberatan untuk menerimanya.'?

peran mereka meliputi memenuhi fungsi pengawas terhadap wewenang
legislatif sebagai otoritas pengawasan yang dilakukan warganegara
dihadapan penguasa serta menahan mereka dari perbuatan melanggar
pada suatu Hak-Hak Allah SWT.'
Kedudukan dan Wewenang AA/ al-Halli Wa al-Aqdi

Berbeda sekali pada pemilihan kepala negara selama histori
pemerintahan umat Islam Khalifah maupun pemerintahan, adakalanya
pemilihan memakai metode pengangkatan serentak bagi khalifah yang

sebelumnya menduduki jabatan maupun dengan perundingan ah/ al-halli

12 Muhammad Iqbal, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hlm, 138.

13 Imam Al-Mawardi, al Ah kam A s-Sultaniyyah “Hukum -Hkum Penyelenggaraan Negara Dalam
Syariat Islam, (Jskarta: P. Darull Faalah, 2006),6.

14 Farid Aabdul Kholiq, Fikih Politik Islam, (Jaskarta: Sinar Gaafika Offset, 2005),80.
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wa al-agdi. Anggota yang menetapkan ataupun di pilih olrh khalifah,
metode tersebut dapat di namakan menjadi penetapan khalifah.
beranjak pada penjelasn yang telah dijabarkan di atas, bahwa tugas dri
ahl al-halli wa al-aqdi di dalam pemerintahan Islam ialah :'3
1) kebebasan mengusung serta menetapkan khalifah.
2) kebebasan mencabut serta mengakhiri masa jabatan khalifah.
3) kebebasan menerbitkan Undang-Undang serta kebijaksanaan.
badan ahl al-halli wa al-agdi melahirkan badan yag patut berpandangan
objektif sertas independen berdasarkan melangsungkan tugas beserta
wewenangnya. selaku badan di dalam memantau serta menarik sikap
berdasarkan kebaikan warganegara, bahwa badan tersebut harus
mengedepankan kepentingan rakyat. Karena andaikan memandang badan
delegasi atas pemerintahan sesudah Nabi serta khulafaurrasyidin ialah
dimasa bani Umayyah serta Abbasiyah, badan terbilang ketetapan-
ketetapannyas sekedar sebagai legalitas penguasa demi meninds orang
biasa.
Badan legislative harus bertindak sesuai permufakatan. Akan tetapi,
kewenangan untuk menyusun serta menentukan peratran harus menjejaki
ajaran kitab suci Al-Qur’an serta sunnah, tak dapat dibenarkan

merumuskan serta melaksanakan sebuah peraturan semata-mata demi

15 Abdul Qadir Jaelani, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, (Semarang: Bia ilmu, 19995),191.
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hajat individu maupun kelompok. Untuk hal-hal di mana Allah SWT serta
Rasul sudah menetapkan hukum-peratusan-peraturan maupun Batas serta
dasar yang telah ditetapkan dengan jelas, badan legislatif dapat
memberikan penjelasan, informasi rinci atau saran untuk menghasilkan
kebijakan, kebijakan lanjutan serta berkas-berkas tertentu.!
Kewenangan ahl al-halli wa al-agdi adalah untuk mengontrol
kekuasaan eksekutif dan membantu eksekutif untuk merumuskan
kebijakan nasional demi kemaslahatan rakyat.
C. Pengawasan Pemilihan Pemimpin Menurut Figh Siyasah
1. Teori Pengawasan dalam Figh Siyasah
Secara etimologi, wilayah al-hisbah berasal dari kata “al-wilayah dan
al-hisbah” yang memiliki makna meguasai, mengurus, memerintah, dan
menolong. Sedangkan, kata al-hisbah berarti menentang, menguji,
menertibkan (mengurus) dan mengawasi, perhitungan atau perhatian.
Sedangkan sevara terminologi, memiliki pengertian a/-hisbah menurut
Abu Hasan al-Mawardi, dan disempurnakan oleh ulama-ulama sesudahnya
seperti al-Syaizari, Ibn al-Ukhwah, al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn

Taimiyah. Menurut al-Mawardi, hisbah adalah menyuruh kepada kebaikan

16 Abu A’la al-Maududi, Khilafah wa al-Mulk, terj. M. Bagir “Khilatah dan kerajaan’, (Bandung:
Mizan, 1984), 74.
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jika terbukti kebaikan tersebut ditinggalkan, dan melarang dari
kemungkaran jika kemungkaran dikerjakan.!”

Pada saat yang sama, al-Mawardi menggunakan istilah wilayah al-
hisbah untuk lebih menjelaskan fungsi pengawasan itu sendiri. Wilayah al-
hisbahberawal dri kata al-Wilayahyang memiliki kekuasaan atau otoritas.
Sedangkan pengertian a/-Hisbah memiliki definisi yang berbeda-beda. A/-
hisbah dapat diartikan sebagai imbalan, yaitu wujian menyeluruh,
pengawasan dan penghitungan perbuatan.'® A/-Hisbah memiliki kewajiban
dalam agama yang yaitu menjalankan misi a/-amr bi al-ma’ruf wa nahy’an
al-munkar yang berarti menyuruh umat manusia untuk selalu berbuat baik
dan mencegah perilaku kotor. peran tersebut menjadi beban yang wajib
dijalankan bagi penguasa yang memiliki otoritas.'?

akibatnya, yang memiliki kewenangan mengusung pemimpin
tersebut adalah seseorang yang dianggap mampu, kredibel, disiplin, dan
tanggung jawab. seseorang yang di tunjuksebagai aparat a/-Hisbah bukan

lain dari lingkungan yang gampang di suap menggunakan cara apapun.?°

17 Al-Mawardi, al-ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah, (Mesir: Matba’at Maustafa al-
Babi al-Halabi, 1973),240.

18 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
2008),7939.

19 A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at Islam dalam Prespektif Tata Hukum
Indonesia,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2006),61.

2 Tbid, 61.
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Dasar hukum wilayah al-hisbahlmayan banyak ditemukan di dalam
kitab suci al - Qur’an dan sunnah. Antara lain di dalam firman Allah SWT

suart al-Imran ayat 104:%!

w)bﬁ\uﬁ&%}gﬁjﬁd\;&jj; oy e J\& \rbwa
O adl (:é
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”?>

Dan dalam surat Al-A’raf ayat 157:

S W 25T 3 e GG LG,04 et &N N 3o S nks &;A\

W;L\r,@x e ROUA ﬂj N il R ey 55 Sopadl AL

857885 15585 s T Gl (_4..)& &€ gsj‘ Ji-ﬂ‘) 20| e 5333)
Gdall ~’~Jf\ &l 5 AT

“(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang
(namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi
mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma’ruf dan melarang
mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka
segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan
membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada
pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya.
Memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang
diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang
beruntung.”??

21 Qs. Ali Imran ayat 104.
22(Q.S. al-Tmran ayat 104.

2 1bid, 170.
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Bunyi surat di atas dapat di artikan bahwa setiap muslim
memiliki tugas positif saat mengucapkan ammr ma’rif nahy munkar. Akan
tetapi, berdasarkan dari persetujuan ulama’ fiq, sifat amr ma’ruf nahy
munkarmenjadi peranan oleh umat Islam (wajib kifayah). Oleh karena itu,
saat satu atau beberapa orang melaksanakan tugas amr ma’ruf nahy
munkar, maka kewajiban tersebut jatuh pada yang tidak melaksanakannya.

2. Tugas Wilayah al-Hisbah

menurut gars besa,r tugas dari majelis al-hisbah adalah memberikan
perlindungan terhadap mereka yang tak mampu membalikkan hak mereka
tanpa perlindungan pejabat majelis al-hisbah. Pada saat yang sama, tugas
al-Muhtasib adalah memantau efektivitas hukum dan etika umum yang
tidak boleh dilanggar siapa pun. Terkadang Muhtasib ini mengambil
keputusan tentang masalah yang perlu segera diselesaikan.?*

Imam Mawardi menjelaskan lebih luas dalam al-Ahkam al-
Sultaniyah. Tugas ini dibagi menjadi tiga bagian:>
a. memerintahkan pada sifat baiks serta tidak melakukan kejahatan

tergantung atas kekuasaan Allah SWT.

b. memerintahkan pada sifat baik serta tidak melakukan hal yang bersifat

mungkar tergantung atas kekuasaan yang di miliki oleh manusia.

24 Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Jakarta: Pustaka Rizki Putra,
1997), 96.

25 Al-Mawardi, al-Ahkam Al-Sultaniyyah. .., 235-249.
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c. memerintahkan pada sifat baik serta tidak melakukan hal yang bersifat
kemunkaran tergantung atas kekuasaan bersama antara kekuasaan
Allah dan kekuasaan manusia.?¢

Wilayah Al-Hisbah telah nyaris mengambil setiap aspek aktivitas
rakyat. Hal tersebut membantu mempertahankan kegunaan masyarakt.
Antar lain, menahan pekerja serta pesuruh memikul sangat besar maupun
melebihi limit kemampuan mereka.?’

Oleh karena itu, wilayah al-hisbah memiliki tanggung jawab untuk
melindungi amr ma’ruf nahy munkar, tiada persoalan syari’at yang
terlewat dar perhatiannya. Wilayah al-hisbah adalah badan yang
meningkatkan pemahaman syari’at Islam serta memantau perwujudan di
kalangan rakyat.

3. kewenangan Wilayah Al-Hisbah

selain wilayah al-hisbah yang bertanggung jawab atas tugas
pengawasan, menyadarkan, dan membina, wilayah al-hisbah pula

memegang hak untuk menitikkan vonis pada mereka yang pasti melewati

hukum.?8

26 Ibid, 235-249.
27 Ash-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum...,99.
28 Ibn Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam...,14.
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Langkah-langkah ini dapat berupa nasehat yang diperlukan, kritik,
atau berupa ancaman, pelurusan dengan paksa (faghyir bi al-yad),
intimidasi, pengasingan, dan pengusiran dari kota atau negara.?

4. Kewenangan Muhtasib

1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.

2) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku
pelanggaran.

3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang patut diduga telah
dan sedang melakukan pelanggaran.

4) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan
perundang-undangan.

5) Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seorang
yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan tiga kali
dalam masa tertentu.

Namun, al-muhtasib tak memiliki kekuasaan demi mendengarkan
penjelasan saksi untuk menentukan suatu ketetapan juga tidak
memerintahkan orang mendapatkan penolakan tuntutan, lantaran hal
tersebut merupakan tugas dari hakim peradilan.?® Karenanya, al-muhtasib

independen memutuskan deraan kepada para penentang al-Hisbah,

2 Ibid,14.
30 Dewan Redaksi Ensiklopedii Islam, Ensiklopedi Hukum Islam. .., 1941.
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berangkat dari deraan yang rendah hingga deraan yang lebih berat.
berdasarkan ulama’ figh, al-muhtasib harus mempertimbangkan agar
pelaku dapat dihentikan dan perbuatannya tidak diulangi lagi.’!

Pada masa Khalifah Umar Bin Khattab wabah penyakit terjadi di
daerah Saragh dekat syam. Ketika itu Umar Bin Khattab berencana untuk
melakukan kunjungan ke Syam. Gubernur Syam yaitu Ubaidah memberi
tahu kepada Umar bahwa di wilayah Syam sedang terkena wabah penyakit.
Ibnu Abbas memanggil tokoh sesepuh Quraisy penakluk kota Mekkah dan
ternyata hanya tersisa 2 orang saja. Dan dari tokoh Quraisy tersebut
menyarankan agar tidak melanjutkan perjalanan ke Syam, untuk
mendatangi daerah Saragh yang terkena wabah penyakit. Maka Umar
sepakat dan memutuskan untuk kembali ke Madinah. Keputusan Umar
tersebut sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW “apabila kalian mendengar
ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya.
Sebaliknya kalau wabah tersebut terjangkit di suatu daerah sedangkan
kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri dari
tempat tersebut.” Dari peristiwa ini dapat digaris bawahi bahwa metode
isolasi yang sekarang lebih dikenal /ockdown seperti yang diterapkan di

masa Nabi, sangat efektif dan dianjurkan untuk kita laksanakan sebagai

31 Tbid,1941.



40

bentuk pencegahan dan solusi atas wabah virus Covid-19 yang terjadi saat

ini.3?

32 Muhammad Rizka Saomi, dkk, Is/am dan Corona Upaya Mengkaji Covid-19 dengan Pendekatan
Islam,(Kuningan: Goresan Pena, 2020), 4.



BAB III
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA
MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2020
A. Konsep Pilkada Serentak

Pemilihan Umum atau disingkat dengan Pemilu, adalah salah satu
sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara.
Sebagai negara demokrasi, Indonesia memberikan peluang untuk
seseorang memilih ataupun dipilih dalam pemilihan umum. Sebagai
sarana sekaligus sebagai ukuran dilaksanakan atau tidaknya kedaulatan
rakyat, hakikat pemilihan umum adalah sebagai pengakuan atas
keberadaan hak memilih dan menentukan pilihan secara bebas dalam
proses pemilihan dan hak untuk dipilih setiap warga negara untuk
berkesempatan yang adil dalam menjadi anggota DPR, DPD, Presiden dan
Wakil Presiden, DPRD dan Kepala Daerah.!

Pilkada adalah salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan
rakyat di dalam penyelenggaraan pemerintah, di mana rakyat diberikan
hak untuk aktif dalam menentukan pemimpinnya. Hal ini merupakan

amanat dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

! Khairul Fahmi, “Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada”, Jurnal
Konstitusi, Vol. 14 No. 4 (Februari 2018), 750.
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Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa “Kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
pada dasarnya merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan
yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan dan bertanggung
jawab. Selain itu, Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah
secara langsung tersebut menandakan adanya perubahan dalam
demokratisasi lokal, yakni tidak sekedar distribusi kekuasaan tingkat
pemerintahan secara vertikal.?

Asas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara
eksplisit dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana
asas pemilihan umum, tetapi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, “Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang
dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.”?

Dengan demikian jelas bahwa asas luber jurdil dalam pemilihan
umum dipergunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah karena Pemilihan Wakil Kepala Daerah sendiri dilakukan secara

2 Titik Triwulan Tutik, Pemilihan Kepala Dacrah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945, (Jakarta: Pretasi Pustaka Publisher, 2006), 51.

31bd, 58.
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demokratis yaitu pemilihan langsung oleh rakyat. Dengan demikian,
demokrasi ditingkat lokal terkait erat dengan tingkat partisipasi dan relasi
kuasa yang dibangun atas dasar pelakasanaan asas kedaulatan rakyat.
Selain itu juga mampu mengantarkan masyarakat pada kondisi sosial,
politik dan ekonomi yang lebih baik, tentunya Pemilihan Kepala Daerah
yang baik akan menghasilkan pemimpin yang baik pula dan Pemilihan
Kepala Daerah yang diselenggarakan secara professional, demoktatis,

akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.

. Konsep Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19

Pada Pemilihan Kepada Daerah Serentak tahun 2020, mulanya
pemerintah telah menetapkan bahwa pelakasanaan Pemilihan Kepala
Daerah Serentak akan dilaksanakan pada 23 September 2020 yang diikuti
oleh 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Akan tetapi pada 2 Maret
2020, pemerintah mengumumkan dua kasus pertama Covid-19 yang
selanjutnya terus bertambah hingga hari ini. Tentunya dengan keadaan
yang sedang dilanda pandemi Covid-19 ini akhirnya pemerintah menunda
jadwal pelaksanaan pesta demokrasi ini dengan dasar Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 120 ayat (1) menjelaskan bahwa:
“dalam hal pada Sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan,
sebagian besar daerah terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana

alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan
Sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan atau Pemilihan serentak
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tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilihan lanjutan atau Pemilihan
serentak lanjutan.”

Akan tetapi, kebijakan pemerintah terhadap Pemilihan Kepala Daerah
ini menuai berbagai komentar, bahkan penolakan. Hal ini disebabkan
pemerintah menjadwalkan ulang Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada
tanggal 9 Desember 2020, dimana selisih dari jadwal hanya 3 (tiga) bulan
saja, selain itu mengingat hingga sampai saat ini kasus positif Covid-19
kian hari terus bertambah sehingga banyak yang berpendapat bahwa
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada bulan Desember ini
tidak tepat dan dapat memunculkan klaster baru penyebaran Covid-19,

karena mengakibatkan kerumunan.

. Proses Pilkada di Tengah Wabah Pandemi Covid-19

Pada akhir tahun 2020 Indonesia melaksanakan pesta
demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah di 270 daerah, 9 provinsi, 224
kabupaten dan 37 kota. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 akan
menjadi berbeda dibanding pesta demokrasi yang lain karena akan
tercatat dalam sejarah karena pesta demokrasi ini diselenggarakan saat
Indonesia masih darurat penyebaran Covid-19. Tentu akan banyak
perbedaan pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Perubahan itu antara
lain soal aturan, anggaran, dan prosedur penyelenggaraan yang harus

sejalan dengan protokol Kesehatan. Untuk memberikan kepastian hukum
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terkait pelaksanaan protokol Kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada
2020, pemerintah memerlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 atau PKPU No 6/2020.*

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga yang
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah harus menerapkan dan
menjalankan protokol Kesehatan pengecegahan Covid-19 selama
pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Pada penerapannya, Komisi Pemilihan
Umum (KPU) harus mengedepankan penggunaan media digital dalam
sosialisasi ataupun kampanye. Selain itu juga membatasi sosialisasi
secara tatap muka dan membatasi jumlah massa yang mendampingi
proses pendaftaran calon peserta Pilkada ke KPU.

Selain penyelenggara, partai politik dan bakal calon yang akan
hadir dalam pendaftaran juga diwajibkan untuk menerapkan protokol
Kesehatan. Salah satu penerapannya antara lain saat penyerahan dokumen
pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada yang telah diatur dalam Pasal
49 Ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Dalam peraturan tersebut diatur
bahwa dokumen yang disampaikan harus dibungkus dengan bahan yang
tahan terhadap zat cair. Lalu sebelum diterima petugas, dokumen itu

disemprot dahulu dengan cairan disenfektan. Dalam aturan itu juga

4 Jamaika, “Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19”,
Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, Vol. 2 No 1,
(Agustus, 2020), 104.
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petugas penerima dokumen wajib mengenakan alat pelindung diri berupa
masker dan sarung tangan sekali pakai. Aturan lainnya seperti: membatasi
jumlah orang yang ada di dalam ruangan; dilarang membuat kerumunan;
penyampaian dokumen harus berjarak dan antre; seluruh pihak membaw
alat tulis masing-masing; menghindari kontak fisik; penyediaan sarana
sanitasi yang memadai; dan ruangan tempat kegiatan dijaga
kebersihannya.

Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 menurut
penulis penerapan protokol Kesehatan seperti jaga jarak, dan menghindari
kerumunan adalah tantangan tersulit untuk dapat dikendalikan.

Dasar hukum pemilihan serentak dalam kondisi bencana non alam
Covid-19 diatur dalam: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. PKPU
Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 10 Tahun 2020, PKPU Nomor 13
Tahun 2020. Pilkada serentak 2020 diselenggarakan ditengah pandemi
Covid-19 sehingga Sebagian proses dan tahapan pemilihan tidak dapat
dilakukan secara normal. Setiap kegiatan pemilihan wajib menerapkan
protokol Kesehatan secara ketat, termasuk saat pendaftaran, kampanye,
pemungutan suara hingga rekapitulasi meliputi pelayanan dan konsultasi
oleh KPU kepada pasangan calon, tim kampanye dan penghubung

pasangan calon dapat melalui tatap muka (protokol Kesehatan) dan
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telepon, surel, media daring dan sebagainya. Pemilihan Kepala Daerah
serentak pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan:
1. Menerapkan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian
Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)
2. Memperhatikan Kesehatan dan keselamatan penyelenggara
Pemilihan, peserta pemilihan, pemilih, dan seluruh pihak yang

terlibat dalam penyelenggaraan pilkada.

Dengan adanya PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagai payung hukum
pelaksanaan pilkada serentak 2020 pada masa pandemi Covid-19 dengan
menggunakan standar protokol Kesehatan, mengatur beberapa
mekanisme pelaksanaan yang berbeda ketika pilkada dalam keadaan

normal.

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 mengalami perbedaan dari
sebelumnya terutama saat pertemuan antara peserta/ bakal calon dengan
pemilih dalam melakukan tatap muka dan dialog yang dibatasi oleh

ketentuan seperti:

a. Dilaksanakan dalam ruangan atau Gedung tertutup;
b. Membatasi jumlah peserta yang hadir palingbanyak 50 orang dan
memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 meter;

c. Disarankan peserta kampanye melalui media daring;
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d. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol
Kesehatan pencegahan Covid-19;
e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-19

pada daerah setempat.

Sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2020 sebagai bentuk
revisi peraturan sebelumnya sesuai Pasal 58 yang berbunyi para kandidat
dalam Pilkada serentak 2020 harus mengutamakan kegiatan kampanye di
media sosial dan media daring. Jika kampanye tidak dapat dilakukan
melalui media sosial dan media daring, maka dibolehkan pertemuan tatap
muka dengan jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 orang serta
tetap menerapkan protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran
Covid-19. Oleh karena itu, kampanye dengan menggunakan media online
walaupun tidak semua kegiatan kampanye secara tatap muka adalah yang
paling efektif dan sebaiknya dilakukan dengan pendekatan dari rumah ke

rumabh.

. Kegiatan yang di Larang saat Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Wabah
Covid-19

Dengan adanya pandemi Covid-19 dan diwajibkannya
pelaksanaan protokol Kesehatan dalam segala kegiatan masyarakat

menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun
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peraturan pelaksanaan lainnya, membuat KPU harus menetapkan
peraturan dalam menindaklanjuti kondisi bencana non alam Covid-19.
Y akni Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2020 yang selanjutnya disebut “PKPU 13/2020” Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6
Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubenur Dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil
Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona
Virus Disease 2019. PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur segala
teknis rangkaian Pilkada termasuk di dalamnya aturan baru yang harus
ditaati guna menekan angka penyebaran dan infeksi Covid-19.
Dalam Pasal 88C Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2020 menjelaskan bahwa partai politik atau gabungan
partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain
dilarang melaksanakan kegiatan dalam bentuk:>
a. Rapat umum;
b. Kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau

konser music;
c. Kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;

d. Perlombaan;

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
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e. Kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah; dan/atau

f. Peringatan hari ulang tahun partai politik.

Dalam Pasal 88E ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, menjelaskan bahwa:
Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau
Tim Kampanye dilarang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil
atau menyusui, dan orang lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya dalam kegiatan Kampanye melalui Media Sosial dan Media

Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

Dalam Pasal 88B ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, menjelaskan bahwa:
Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul,
Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melakukan iring-iringan
dan menghadirkan massa pendukung di dalam dan di luar ruangan

pelaksanaan pengundian nomor urut Pasangan Calon.

E. Sanksi Bagi Pihak yang Melanggar

Pemilihan Kepala Daerah sckarang ini dilakukan secara
langsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal
18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang
menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing

sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih

secara demokratis.
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Pada tahun 2020, Indonesia Kembali melakukan Pilkada
serentak yang melibatkan 270 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi. Dapat kita
ketahui bersama bahwa Pilkada serentak 2020 masih pada situasi pandemi
Covid-19. Komisi Pemilihan Umum secara tegas membatasi jenis-jenis
kampanye yang dilarang untuk dilakukan pada saat Pilkada serentak 2020.
Di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020,
Komisi Pemilihan Umum menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan
Kampanye Pilkada serentak 2020 pada masa pandemic Covid-19, para
peserta pilkada 2020 harus melakukan kampanye terbatas dengan
memperhatikan protokol Kesehatan yang diatur oleh Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia.

Akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran kampanye pada
Pilkada serentak 2020 telah diatur dalam Pasal 88 A, Pasal 88B, Pasal 88C,
Pasal 88D, dan Pasal 88E dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2020. Di dalam pasal-pasal tersebut, diatur protokol Kesehatan
yang wajib dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di dalam kampanye
Pilkada serentak 2020, larangan untuk melibatkan orang-orang tertentu
dan larangan untuk melakukan beberapa kegiatan yang melanggar
protokol Kesehatan. Akibat hukum dari pelanggaran-pelanggaran
kegiatan kampanye seperti diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88A mengatur tentang protokol
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Kesehatan yang wajib dilakukan oleh semua pihak yang terlibat di dalam
kampanye, dimana semua pihak yang terlibat wajib menggunakan masker
yang menutupi mulut dan dagu.6

Pasal 88B mengatur tentang larangan dari berkumpulnya
massa-massa pendukung para pasangan calon. Para pihak terlibat dilarang
untuk melakukan iring-iringan dan menghadirkan massa pendukung di
dalam atau di luar ruangan. Pasal 88C mengatur tentang bentuk-bentuk
kegiatan kampanye yang dilarang untuk dilakukan selama kampanye
Pilkada serentak 2020 yang mencakup rapat umum, konser music dan
lain-lain. Pasal 88D mengatur tentang larangan pelanggaran terhadap
protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang sudah
diatur di dalam Pasal 58, Pasal59 dan pasal 60 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Pasal 88E mengatur tentang
pelanggaran untuk melibatkan orang-orang tertentu dalam kegiatan
kampanye. Orang-orang yang dilarang untuk dilibatkan atau di ikut
sertakan dalam kegiatan-kegiatan berkampanye yaitu balita, anak-anak,
ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia.

Pihak-pihak yang terlibat penyelenggaraan kampanye Pilkada
serentak 2020 akan diberikan sanksi administratiF jika terbukti

melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang ada di dalam

¢ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 mengatur tiga
jenis sanksi yang merupakan sanksi-sanksi administratif. Sanksi-sanksi
hukum yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:’

1. Sanksi berupa peringatan tertulis pada saat terjadinya pelanggaran.
Surat peringatan akan diberikan kepada pihak yang terlibat dalam
kampanye yang dilaporkan telah melakukan pelanggaran kampanye
dan akan diberikan saat kegiatan tersebut sedang berlangsung. Sanksi
berupa surat peringatan ini diatur di dalam kelima pasal yang
mengatur tentang larangan-larangan kegiatan kampanye yang
terdapat pada Pasal 88A ayat (2), Pasal 88B ayat (2), Pasal 88C ayat
(2) huruf (a), Pasal 88D huruf (a), dan Pasal88E ayat (3) huruf (a).

2. Sanksi berupa penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye.
Pihak yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi akan langsung
memberhentikan kegiatan kampanye yang sedang berjalan. Sanksi
berupa penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye ini akan
diberikan jika sanksi surat peringatan yang diberikan sebelumnya
tidak dipatuhi oleh pihak yang melanggar. Sanksi berupa
penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye ini terdapat pada

Pasal 88A ayat (3), Pasal 88B ayat (3), Pasal88C ayat (2) huruf (b)

7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.
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dan Pasal 88D ayat (b). untuk Pasal 88B ayat (3), pihak yang terbukti
melanggar akan diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan surat
pernyataan yang berisi janji untuk tidak mengulangi pelanggaran
yang mereka lakukan Kembali. Dan dalam Pasal 88E ayat (3) huruf
(b), peserta kampanye yang termasuk ke dalam orang-orang tertentu
seperti Wanita yang sedang hamil, orang lanjut usia dan peserta-
peserta kampanye yang membawa anak-anak akan diperintahkan
untuk tidak mengikuti kegiatan kampanye secara langsung.
3. Sanksi berupa larangan melakukan kampanye sementara.

Sanksi berupa larangan melakukan kampanye sementara yaitu sanksi
administratif yang khusus karena hanya bisa diberikan terhadap
pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 88D ayat huruf (c). sanksi ini
bisa diberikan jika pihak yang melanggar sudah diberikan surat
peringatan yang tidak dipatuhi dan pihak yang berwenang sudah
membubarkan secara paksa. Pihak yang melanggar akan dilarang
untuk melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga)
hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu

Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu pihak-pihak yang berpartisipasi dalam Pilkada
serentak 2020 akan diberikan sanksi-sanksi administratif oleh pihak yang

berwenang dalam menjatuhkan sanksi jika melakukan pelanggaran-
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pelanggaran dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Sanksi-sanksi
tersebut yaitu sanksi surat peringatan, sanksi pemberhentian paksa kegiatan
kampanye dan sanksi pelanggaran melakukan kegiatan kampanye yang

sama dalam kurun waktu 3 (tiga) hari lamanya.



BAB IV

ANALISIS FIQH STYASAHTERHADAP PILKADA SERENTAK PADA MASA
PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN

2020

A. Analisis Terhadap Pilkada Serentak Menurut Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020

Dalam kondisi masa Pandemi Covid-19 saat ini, pemerintah masih

tetap ngotot menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar pada
tanggal 9 Desember 2020 yang semula dijadwalkan pada 23 September 2020.
Padahal banyak pihak yang tidak setuju atau meminta Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) untuk ditunda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 bahwa :
“Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-
langkah luar biasa, baik ditingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya
dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan...”

Berbeda dengan Pilkada sebelumnya, Pilkada tersebut dilaksanakan
dalam keadaan normal (tidak ada penyebaran wabah berbahaya) termasuk
dalam hal penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga
penyelenggara pemilu (Bawaslu) tidak tunduk pada mekanisme protokol

kesehatan, sehingga dalam proses penanganannya dapat dilakukan dengan

efektif terutama dalam hal pemeriksaan saksi dan bukti-bukti. Sedangkan

56
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Pilkada Serentak 2020 dihadapkan dengan penyebaran Virus Covid-19 yang
terjadi diseluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Hal tersebut membuat
Pilkada serentak 2020 memiliki perbedaan yang cukup signifikan disbanding
dengan pelaksanaan Pilkada serentak sebelumnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 terdapat tiga perubahan
yang mendasar yang mengatur penyelenggaraan Pilkada Pada Masa Pandemi
Covid-19, yaitu: ‘(1) Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam
sebagai alasan penundaan rangkaian Pilkada; (2) Pasal 122 A berkaitan dengan
penundaan dan penetapan Pilkada lanjutan ditetapkan berdasarkan
kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI); (3) berdasarkan Pasal 201 A
Pilkada yang semula dijadwalkan pada September 2020 ditunda dan
dilaksanakan pada bulan Desember 2020 karena alasan bencana non-alam
pandemi Covid-19, bila pada bulan Desember 2020 Pilkada belum dapat
dilaksanakan, maka dapat ditunda Kembali sesuai prosedur Pasal 122A”.

Menurut Pakar Epidemiologi FKM UI Pandu Riono, beliau
merekomendasikan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Karena
semua calon berpotensi melanggar protokol Kesehatan. Dan hal ini tidak dapat

ditoleransi. Maka penyelenggaraan Pilkada dapat ditunda sampai keadaan
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membaik.! Titi Anggraini Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk
Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melontarkan pendapatnya bahwa sulit
untuk membantah Pilkada tidak bisa ditunda karena pasangan calon telah
mengeluarkan ongkos politik. Beberapa elit politik khususnya mereka yang
berkontestasi di Pilkada Serentak 2020, bahwa jika pilkada ditunda maka
ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan calon makin besar. Karena
durasi untuk menjangkau pemilih makin panjang. Pasangan calon harus
mengeluarkan uang yang lebih besar untuk dapat memelihara popularitas
mereka. Dan banyak dugaan bahwa, keputusan pemerintah untuk tetap
melaksanakan Pilkada yaitu adanya kepentingan pemerintah dengan DPR
(sebagai representasi Partai). Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada kepentingan
personal dari Presiden bahwa ada anak dan menantunya yang berpartisipasi
dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.?

Di dalam amatan negara hukum, negara wajib berupaya menanggapi
kondisi yang dapat mewujudkan sistem perundang-undangan demi
tanggungan konstitusi pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala daerah
Serentak 2020. kebijakan tersebut harus perlu berperan demi dapat menjaga

serta menjamin keselamatan masyarakat.

! Narasi Newsroom, “Ratusan Calon Melanggar Protokol Kesehatan Saat Daftar, Epidemiolog: Tunda
Pilkada”,dalam https://youtu.be/ZEIld4y6688, diakses pada 15 Desember 2020.

2 Narasi Newsroom, “Pemerintah Ngotot Gelar Pilkada, Apa, Sih, Pertimbangannya?”’, dalam
https://youtu.be/NjevoMjmnb4, diakses pada 15 Desember 2020.


https://youtu.be/ZEIld4y6688
https://youtu.be/NjevoMjmnb4
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Penerapan Protokol Kesehatan manjadi tugas negara supaya dapat
terpenuhi hak knstitusionl masing-masing rakyat serta untuk memperoleh
penjagaan ysng sebanding atas aspirasi gagasan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Namun pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada
masa Pandemi Covid-19 banyak tahapan pelaksanaan seperti pendaftaran
pasangan calon, verifikasi data lapangan, kampanye, hingga pemungutan suara
yang dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang
berakibat pada klaster baru penyebaran Covid-19. Maka dari itu bukan tanpa
alasan kekhawatiran dari berbagai pihak bila pada tahap pendaftaran pemilihan
kepala daerah dimana konsentrasi massa masih terjadi. Karena banyak fakta
dilapangan terdapat ratusan calon melanggar protokol Kesehatan saat
pendaftaran yang dalam hal ini sangat beresiko terjadinya penyebaran Covid-
19. Peristiwa ini banyak terjadi di sejumlah daerah, seperti Solo-Jawa Tengah,
Pohuwato, Gorontalo, dan Medan Sumatra Utara, yang dalam hal ini Para
calon dan pendukung mengabaikan protokol Kesehatan. Dalam hal ini
protokol Kesehatan wajib dijalankan tanpa pandang bulu atau menunda
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai batas aman Covid-19 di
umumkan oleh WHO atau Komisi Pemiliha Umum (KPU) Bawaslu wajib

memastikan keselamatan petugas, karena dalam penyelenggaraan Pemilihan
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Kepala Daerah ini tidak ada orang yang dikorbankan untuk proses
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

Seperti pada tahapan kampanaye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Kota Surabaya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) banyak menemukan
pelanggaran Protokol Kesehatan yang dalam hal ini dianggap telah melanggar
Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.
Pelanggaran tersebut seperti adanya pertunjukan musik saat kampanye yang
dalam Pasal 88C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor
13 Tahun 2020 sudah dilarang. Dan juga pelanggaran seperti melibatkan anak
di bawah umur saat kegiatan kampanye yang telah menyalahi Pasal 88E ayat
(1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Dalam hal ini, Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dalam
hal ini merupakan bentuk kegiatan berupa mengamati, mengkaji, memeriksa,
dan juga mengevaluasi proses penyelenggaraan Pilkada yang pantas atas
kaidah perundang-undangan yang berjalan. Proses pemantauan pelaksanaan
Pilkada dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten /
Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan lokasi, Pengawas Tempat

Pemungutan Suara yang (TPS).?

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang
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Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang seterusnya disebut
Bawaslu ialah Lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bekerja
memantau penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh penjuru NKRI (Neara
Kesatuan Republik Indonesia).*

Mengingat dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) benar-
benar berharga artinya, butuh adanya penjagaan supaya mampu dilaksanakan
secarademokratis serta sejalan pada prinsip Pemilihan Kepala Daerah yaitu
luber dan jurdil. Apalagi dalam keadaan pandemi Covid-19 saat ini yang
banyak kemungkinan terjadi kecurangan dan pelanggaran protokol Kesehatan
Covid-19 oleh pasangan calon. Oleh karena itu Bawaslu dalam mengawasi
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah lebih jeli dan menindak tegas jika
terjadi pelanggaran. Sehingga yang perlu diperhatikan disini adalah bagaimana
pemerintah dan pihak penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
benar-benar memantau protokol Kesehatan Covid-19 yang harus
mengutamakan dan melindungi dan lebih fokus agar tidak terjadi klaster baru
penyebaran virus Covid-19 akibat Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.
Tidak hanya itu, pengawasan semacam ini harus menjadi faktor penting untuk
dapat meningkatknya kualitas Pilkada luber dan jujur, adil dan konsisten.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan di

tengah Pandemi Covid-19, untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran yang

4 Ibid.
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dilakukan oleh pasangan calon perlu adanya sanksi agar penyelenggara Pilkada
dapat memberikan pelanggaran yang pantas dan berkekuatan hukum tetap.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88C ayat (2)
mengatur sanksi dalam kampanye, yaitu:
“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye,
dan/atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenai sanksi:
a. Peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
b. Penghentian dan pebubaran kegiatan kampanye di tempat kejadian
pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila
tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis.”
Tercatat dari temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) banyak
terjadi kasus pelanggaran protokol Kesehatan pada pelaksanaan pendaftaran
pasangan calon ke Komisi Pemilihan Umum, seperti membawa iring-iringan
yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang sangat beresiko
terjadinya penyebaran virus Covid-19 peristiwa ini terjadi di Solo, Jawa
Tengah, Pahuwato, Gorontalo, dan Medan, Sumatera Utara, karena para calon
dan pendukung mengabaikan protokol Kesehatan. Ketidakpatuhan tersebut
akhirnya menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan munculnya klaster baru
penyebaran virus Covid-19. Padahal dalam Pasal 88B ayat (1) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 telah dijelaskan

bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dengan menerapkan protokol

Kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 seperti menjaga jarak dan
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menghindari kerumunan, serta alat pelindung diri seperti menggunakan
masker, dan pelindung wajah atau face shield . tetapi fakta yang ada
dilapangan sangat berbeda, dan peristiwa tersebut telah melanggar amanat dari
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Pelanggaran juga banyak terjadi pada saat kegiatan kampanye, temuan
pelanggaran tersebut berupa pelanggaran protokol Kesehatan banyak
pasangan calon yang menggelar kampanye tatap muka dan masyarakat yang
mengikuti kampanye tatap muka tidak disiplin menggunakan alat pelindung
diri seperti masker dan berkerumun yang dalam hal ini telah diatur dalam Pasal
88A ayat (1) Peraturan Komosi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun
2020. Bawaslu juga menemukan pelanggaran pada saat kampanye berupa
gelaran konser musik, alasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang
gelaran konser musik karena sangat berpotensi menimbulkan kerumunan
massa yang rawan sekali terjadi penularan virus Covid-19, larangan tersebut
telah dituangkan dalam Pasal 88C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Seperti yang terjadi di Kota Surabaya tahapan kampanye Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pelanggaran
tersebut berupa pelanggaran seperti melibatkan anak dibawah umur pada saat
kampanye yang dalam Pasal 88E ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

(PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 telah dilarang.
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Bawaslu mendapati ratusan pelanggaran protokol Kesehatan pada saat
pendaftaran calon hingga pada tahap kampanye. Jika pada masa sebelum
adanya pandemi Covid-19 pelanggaran Pilkada sudah banyak terjadi seperti
politik uang, kampanye yang melebihi waktu yang telah ditentukan, sampai
dengan politisasi aparat sipil negara, dan jenis pelanggaran lainnya. Sedangkan
pada masa pandemi saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon
lebih mengacu pada pelanggaran protokol Kesehatan seperti, tidak memakai
alat pelindung diri seperti masker dan face shield , dan tidak menjaga jarak
(social distancing) pada saat kampanye. Seperti yang terjadi di daerah
Surakarta, pasangan calon Gibran Rakabuming Raka-Teguh Prakosa pada saat
pendaftaran calon lebih dari seribu orang pendukung yang ikut mengantar
pasangan calon wali kota dan wakil walikota yang diusung oleh PDIP. Para
pendukung berkerumun dipinggir jalan. Mayoritas masyarakat tersebut
memang memakai masker untuk menjalankan protokol Kesehatan, namun
protokol Kesehatan untuk tetap menjaga jarak tidak diterapkan oleh
masyarakat. Pelanggaran protokol Kesehatan juga terjadi di Kota Surabaya,
pelanggaran tersebut seperti mengadakan konser musik saat kampanye, konser
musik saat kampanye telah dilarang karena dapat menyebabkan kerumunan
massa yang tidak dapat dikendalikan. Dan juga pelanggaran berupa melibatkan

anak-anak saat kampanye.
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Pemerintah dengan tegas memutuskan akan teguh menggelar Pemilihan
Kepala Daerah Serentak tahun 2020 Alasan pemerintah teguh melaksanakan
Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 agar tetap menjaga hak
konstitusi rakyat, hak dipilih dan memilih. Jika memang demi kepentingan
suara masyarakat, ketika masyarakat banyak menyuarakan agar Pilkada
ditunda, tetapi pemerintah tidak mendengar. Dari data temuan Bawaslu,
banyak Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah yang melanggar Perturan
Protokol Kesehatan. Data tersebut seharusnya telah menjadi bukti bahwa
keselamatan masyarakat begitu dipertaruhkan. Karena mengingat pemerintah
masih belum maksimal dalam menangani wabah Covid-19 yang ada di

Indonesia.

Dapat dlihat dengan jelas penulis berpendapat bahwa kebijakan yang
dijalankan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020
pada masa pandemi Covid-19 kenyataannya bertentangan dengan fakta
dilapangan yang banyak terjadi pelanggaran protokol. Di dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan pendapat para ahli Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah dapat ditunda dan dilaksanakan Kembali sampai wabah
pandemi Covid-19 mereda. Karena telah dijelaskan dengan gamblang pada
Pasal 122A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 bahwa penundaan
Pemilihan Kepala Daerah serentak dilakukan atas pesetujuan oleh KPU,

pemerintah, serta DPR. Sementara untuk ketentuan mengenai mekanisme tata
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cara dan waktu pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Komisi
Pemilihan Umum (PKPU). Tapi pada kenyataannya suara masyarakat hanya
sebagai kepentingan untuk mencapai tujuan Partai Politik dan orang-orang
yang memiliki kekuasa, dan kepentingan masyarakat rela dipertaruhkan hanya

untuk kepetingan mereka yang memiliki kekuasaan.

B. Analisis Figh Siyasah Terhadap Pilkada Serentak Menurut Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020
Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa kita kenal dengan Pilkada
adalah suatu cara kepada rakyat demi ikut menentukan peran kepemimpinan
dalam kurun waktu tertentu. tugas penting yng terlibat dalam proses ini dapat
mendorong untuk menerapkan mekanisme yang pantas beserta norma
sehingga kepala daerah terseleksi mampu mewakil harapan segenap
masyarakat. Inilah guna penting Pilkada, yaitu membangun pemimpinan yang
benar-benar memenuhi keinginan rakyat.’
untuk mewujudkan fungsi tersebut diperlukan perlindungan yang
teratur. kondisi tersebut sejalan bersama-sama maksud terprnting dibentuknya
bada pengawas pemilu, yaitu menyelenggarakan pemilihan umum yg jurdil.

Seperti yang di jelaskan di dalam firman Allah SWT,

> Hasrul Harahap, “Evaluasi Pelaksanaan Pemilukada Serentak Than 2015:, Jurnal Reinaissance
(2016),18.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An -Nisa’ ayat 58)

Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahap Pilkada dan
menerima laporan pengaduan tentang pelanggaran yang terjadi secara
langsung saat pandemi Covid-19 saat kampanye, dan Tindak pidana Pilkada,
serta menyelesaikan sengketa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada). Bawaslu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pilkada
yang bertanggung jawab atas fungsi pengawasan. Menurut Diana Halim
Koencoro,badan pengawasan dalam prespektif hukum tata usaha negara harus
mencegah segala bentuk tanggung jawab pemerintah yang telah ditentukan
dan mengambil tindakan atau mengoreksi segala penyimpangan.® Pengawasan
adalah suatu fungsi dasar Bawaslu. perlindungan pula dapat di harapkan
sebagai bagian dalam penyelenggaraan Pilkada jurdil. Meski memiliki sifat

sementara, akan tetapi menjadi berpengaruh menjadi upaya masuknya bagi

6 S.F.Marbun, dkk, Dimensi-dimensii Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta : Ul Press, 2004),267.
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pasangan calon, tim sukses, maupun yang telah dilakukan oleh penyelenggara
Pilkada itu sendiri.

Dalam sudut pandang figh siyasah, Fungsi pengawasan Bawaslu
memiliki beberapa hal yang sama seperti konsep a/-mura gabah wa al - tagwim
pada sebutan Abdul Al-Qadir Aeda serta persepsi al-hisbah pada sudut
pandang al-Maward. Konsep tersebut memiliki peran yang sama. Menurut
pendapat Awda, fungsi pengawasan adalah miliki seluruh masyarakat, namun
dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan dilakukan oleh instansi pemerintah
yang intinya mewakil masyarakat. Berdasarkan pemahaman tersebut, sultah
al-muraqabah wa al-tagwim tidak hanya sebatas badan pengawas Pilkada.
sekalipun, kaidahh yag dinilai juga perlu diaplikasikan selama pengawasan.’
Ibn Taimiyah mengaitkan a/-hisbah dengan pelaksanaan fungsi negara yang
dimilik Bawaslu.®

Bawaslu sebagai badan pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah yang pada dasarnya adalah perwakilan masyarakat yang menjalankans
fungsi pengawasan. Salah satu fungsi pengawasan yaitu mencegah kecurangan
sebagai bagian dari tindak pidana dan mewujudkan keseimbangan

dilingkungan rakyat. Di dalam agama Islam, mencegah kejahatan serta

7 Abdd al-Qadir Awdahh, al-Islam waa Awda’uuna al-Siyasah (Beiirut: Mu’asasah al-Risalah,
1981),179.

8 Romly, al-Hisbah al-Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam (Sleman: Penerbit Depubish,
2012),40.
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membentuk suatu keseimbangan adalah sebuah keharusan. Firman Allah

SWT,

"

JJ)‘J Sl o8 S5 Syl 55545 A5 %

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”™ (Q.S. Al-Imron ayat 104)

}S) 4)3;\.:;) N\Q.CC)};:S} djj’uj\.s QJJ.A\.! u.uw WP\ M\ P
Q 3/»‘3\ r.b’zi BU}':“}A\;’@;‘@ /’1 C)m §3\ J‘“\C;“/

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman
kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi
mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah
orang-orang yang fasik.” (Q.S. Al-Imron ayat 110)

Rasulullah mengajarkan kepda kita bahwa toleransi terhadap
ketidakadilan dan kecurangan akan menyebabkan kekacausan dan ketida
stabilan masyarakat. Oleh karena itu, Bawaslu sebagai Lembaga yang
berwenang mengawasi dan mencegah kegiatan ilegal berkewajiban untuk
melakukannya.

Tidak menutup kemungkinan selain Bawaslu tak dapat melakukan

pengawasan. Menurut pendapat Al-Mawari memecah pelaksana penjagaan

jadi dua kategori, pertama, pengawas semacam ini adalah pengawas yang tidak

° Q.S. Al-Imron ayat 104.
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diatur pada peraturan, seperti pengawas yang terdiri dari peserta Pilkada.
Kedua, pengawas secara resmi dibentuk oleh pemerintah.!? keduanya berbeda
dalam hal tanggung jawab dan wewenang. Perbedaan mendasar, badan yang
secara resmi ditunjuk sebagai pengawas memiliki kewajiban (fardu ‘ain),
sedangkan instansi diluar badan resmi tidak memikul semua kewajiban,
melainkan bersifat sukarela.!!

menurut garis besar, peran badan al-hisbah adalah memberikan
kontribusi terhadap mereka yang tidak berhasil mengembalikan hak mereka
tanp perlindungan pengurus badan al-hisbah. Pada saat yang sama, tugas al-
Muhtasib yaitu mengawasi efektivitas hukum dan etika tata kramad yang tak
boleh dilanggar bagi siapa pun. adakalanya Muhtasib memberika keputusan
tentang masalah yang perlu segera diselesaikan.!?

Di samping wilayah al-hisbh bekerja mengawas, menyadarka, serta
membin, wilayah al-hisba pula memiliki otoriras memutuskan vonis pada
orang yang telah melanggar hukum. Ulama’ fiq menentukan setia pelanggar
perkara al-hisah akan dihukum berupa ta’zir, hukum ini tidak ditentukan oleh

jenis, tingkatan dan jumlah oleh syara’, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh

10 Ali bin Muhammad al-Basri al-Maawardi, al-Ahkam aal-Sultaniyah (Mesir: Mustafa al-Babi al-
Halabi. t.th),349.

1 Ibid.

12 Taimiyah Tugas Negara Menurut Islam...,12.
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aparat penegak hukum (a/-muhtasib) memilih hukuman yang tepat untuk
pelanggaran. a/-Muhtasib bisa mengambil banyak Langkah.’’

Langkah bersebut termasuk upaya yang diperlukan berupa nasihat,
kecaman, kritik dengan paksa (taghyir bi al-yad), ancaman penjara, dan
deportasi dari kota. A/-Muhtasibharus mengambil hukuman yang paling berat
namun jika hukuman kian mudah tak begitu efektif atau tida berdampak pada
orang yang dijatuhi sanksi.'*

Akan tetapi, al-muhtasib tidak sekadar dapat mengatasi perselisihan
maupun keluhan, justru memungkinkan demi membuat ketetapan tentang
bidang keahliannya, bahkan jika tidak ada aduan. Namun, a/-muhtasib tidak
berhak untuk mendengarkan keterangan dari saksi untuk menentukan suatu
hukuman dan juga tidak berwenang memerintah orang untuk menentang
tuntutan, sebab perkara tersebut menjadi tugas hakim di pengadilan.'>
akibatnya, al-muhtasib dapat dengan independen menentukan putusan guna
pelangga al-hisbah, dari pelanggaran paling rendah hingga putusan paling
berat. Menurut ulama’ fiq al-muhtasib melalui hukuman ini pelaku

pelanggaran dapat diberhentikan tanpa harus mengulangi perbuatan tersebut.'®

13 Tbnu Taimiyah, Tugas Negara Menurut Islam, terj.. Arif Maftuhin Arif Maftuhin (Yogyakarta :
PustakaPelajar, 2004),21.

4 Ibid., 14.
15 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, 1941.
16 Tbid., 1941.
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Bawaslu memiliki fungsi pengawasan yang hamper sama dengan
wilayah al-hisbah. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk melindungi
adanya amar ma’ruf nahi munkar di dalam bentuk disiplin wilayah negra Isla.
Namun, wewenag bawaslu untuk menegakan peraturan hanya sekedar cukup
masalah  pelanggara di dalam pelaksanaan maupun penegakan
penyelenggaraan pilkada.

Bahwa pelaksanaan pilkada pada masa Pandemi Covid-19 masih belum
maksimal untuk dapat terus dilanjutkan karena masih banyak pelanggaran
yang terjadi dilapangan. Seperti dikota Surakarta dan Surabaya Banyak
pasangan calon yang melanggar protokol Kesehatan seperti tidak memakai
alat pelindung diri seperti masker dan face shield dan berkerumun, dan
melibatkan anak-anak. Dan pemerintah juga belum maksimal dalam menindak
pelanggaran yang telah dilakukan oleh pasangan calon. Dalam hal ini Bawaslu
dibentuk untuk memantau pelaksanaan tahap Pilkada, menerima laporan
pengaduan, menyangkut kasus-kasus pelanggaran dan kejahatan dalam
kampanye langsung pada saat pandemi Covid-19, serta sengketa Pilkada.
Bawaslu adalah badan penyelenggara Pilkada yang menjalankan tugas dan
fungsi pengawasan.

Seperti yang terjadi di masa Khalifah Umar Bin Khattab wabah
penyakit terjadi di daerah Saragh dekat syam. Ketika itu Umar Bin

Khattab berencana untuk melakukan kunjungan ke Syam. Gubernur Syam
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yaitu Ubaidah memberi tahu kepada Umar bahwa di wilayah Syam sedang
terkena wabah penyakit. Ibnu Abbas memanggil tokoh sesepuh Quraisy
penakluk kota Mekkah dan ternyata hanya tersisa 2 orang saja. Dan dari
tokoh Quraisy tersebut menyarankan agar tidak melanjutkan perjalanan ke
Syam, untuk mendatangi daerah Saragh yang terkena wabah penyakit.
Maka Umar sepakat dan memutuskan untuk kembali ke Madinah.
Keputusan Umar tersebut sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW “apabila
kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian
mendatanginya. Sebaliknya kalau wabah tersebut terjangkit di suatu
daerah sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar
melarikan diri dari tempat tersebut.” Dari peristiwa ini dapat digaris
bawahi bahwa metode isolasi yang sekarang lebih dikenal /lockdown
seperti yang diterapkan di masa Nabi, sangat efektif dan dianjurkan untuk
kita laksanakan sebagai bentuk pencegahan dan solusi atas wabah virus
Covid-19 yang terjadi saat ini.'”
Komisi Pemiliham Umum adalah Lembaga Negara yang
menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia, yaitu meliputi pemilihan
umum anggota DPR/DPD/DPRD, pemilihan umum Presiden dan Wakil

Presiden, serta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

17 Muhammad Rizka Saomi, dkk, Islam dan Corona Upaya Mengkaji Covid-19 dengan Pendekatan
Islam,(Kuningan: Goresan Pena, 2020), 4.
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Komisi Pemilihan Umum tidak bisa disejajarkan kedudukannya dengan
Lembaga-lembaga negara yang lain yang kewenangannya ditentukan dan
diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,
kewenangan Komisi Pemilihan Umum dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (5)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi yaitu
“pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang
bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum
adalah penyelenggara pemilu, dan sebagai penyelenggara bersifat nasional,
tetap dan independen.

Penulis meninjau bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan
Umum hampir sama dengan Lembaga Ah/ al-halli wa al-aqdi yaitu Lembaga
yang independen saat melakukan peran serta wewenangnya. selaku dewan yng
menjalankan pengawasa serta mengambil keputusan berdasarkan kebaikan
warganegara, hingga dewan terhormat wajib mengutamakan kebutuhan

warganegaranya.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, dapat

ditarik disimpulkan sebagai berikut:

1.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 menurut pendapat
penulis bahwa pelaksanaan pilkada pada masa pandemi Covid-19 tidak
efisien karena masih banyak daerah yang masih berada di zona merah yang
berdampak pada klaster baru penyebaran Covid-19, banyak calon kepala
daerah yang melanggar protokol Kesehatan, adanya kampanye yang
membawa massa banyak yang berakibat pada kerugian orang yang
terpapar Covid-19 yang akan menimbulkan klaster baru penyebaran
Covid-19, masyarakat telah kehilangan hak asasi untuk bertahan hidup
dan mempertahankan kehidupannya. Di dalam regulasi tersebut telah
bertentangan dengan Pasal 122A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,
Pasal 88A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2020, Pasal 88B ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2020 Pasal 88C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 88E ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan
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Umum Nomor 13 Tahun 2020, Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2017.

2. Kasus pelanggaran protokol Kesehatan mulai dari pendaftaran calon
pasangan hingga pelaksaan Pemilihan Kepala Daerah tidak
mencerminkan mekanisme pengawasan oleh Lembaga pengawas Pemilu
yang sudah ditentukan di dala Figh Siyasah menfokuskan atas penegakan
keadila serta mencega terhadap penyelewengan. Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Daerah pada masa pandemi Covid-19 yang berpotensi
menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 dan banyaknya
pelanggaran protokol Kesehatan tidak mencerminkan kaidah figh, dan
prioritas untuk mendahulukan kasus yang berpotensi menyebabkan
kerugian daripada kemaslahatan. tugas dan wewenang Komisi Pemilihan
Umum hampir sama dengan Lembaga AAl al-halli wa al-aqdi yaitu
Lembaga yang independen dalam melakukan peran serta wewenangnyas.
selaku dewan pengawasan terhadap pelanggaran protokol kesehatan
proses Pilkada pada masa pandemi Covid-19.

B. Saran
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pilkada Pada Masa Pandemic Covid-19 apabila Pilkada tetap dilaksanakan di
tengah pandemic Covid-19 pemerintah perlu melakukan pengawasn protokol

Kesehatan dengan ketat dan maksimal agar Pilkad di tengah pandemi Covid-
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19 tetap menjalankan amanat konsitusi yaitu dilakukan secara
langsung,umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan juga masyarakat
hendaknya berpartisipasi penuh agar pelaksanaan Pilkada di tengah Pandemi
Covid-19 tidak menimbulkan Klaster baru penyebaran Covid-19.
Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 pemerintah dapat membuat
mekanisme pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang tidak

menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19.
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